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BUPATI DEMAK SERAHKAN BANTUAN UNTUK KORBAN ROB, PER 
RUMAH DAPAT RP 50 JUTA 

 
Sumber Gambar:  

https://cloud.jpnn.com/photo/jatim/news/normal/2023/11/06/bupati-demak-eistianah-menye rahkan-
bantuan-pembangunan-rumah-m13c.jpg 

 
Isi Berita:  

Jateng.jpnn.com, DEMAK - Pemerintah Kabupaten Demak menyalurkan bantuan sosial 

pembangunan rumah bagi warga terdampak rob di Desa Sriwulan dan Timbulsloko, 

Kecamatan Sayung, Senin (11/6). 

Sebanyak 18 keluarga korban rob di dua desa tersebut, menerima bantuan pembanguan 

rumah masing-masing senilai Rp 50 juta. 

Bupati Demak Eisti'anah mengatakan bantuan ini diperuntukkan bagi korban rob yang 

masih bertahan dan berjuang di daerahnya. 

"Kami memberi bantuan sosial untuk warga terdampak rob di Demak, yang mereka masih 

tinggal di daerahnya," katanya dalam acara Pencairan Bantuan Sosial Pembangunan Baru 

Rumah Bagi Korban Bencana Tahap II Tahun Anggaran 2023 di Balai Desa Sriwulan, 

Senin (6/11). 

Eisti mengatakan pada tahap II penyaluran bantuan ini, pihaknya mengalokasikan 

anggaran Rp 3,5 miliar untuk 30 keluarga korban rob di Kecamatan Sayung dan Bonang. 

Pada tahap I, Pemkab Demak telah menyalurkan anggaran Rp 5 miliar yang 

diperuntukkan kepada 40 keluarga terdampak rob. 

"Demak memiliki empat kecamatan yang terkena dampak rob. Kami ada program seperti 

peninggian jalan yang otomatis jadi tanggul laut, RTLH, dan lainnya," katanya. 

Menurutnya, penanganan rob tidak mungkin hanya menggunakan sumber anggaran dari 

APBD Demak. 
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Karenanya, Esti selalu berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat 

untuk menangani bencana ini. 

"Kami akui kalau menggunakan APBD Demak, sungguh tidak mampu mananggani ini 

sehingga kami terus berkoordinasi dengan provinsi dan pusat," katanya.  

Saat ini, pihaknya sedang membuat pilot project berupa rumah apung. Menurutnya, jika 

percobaan ini berhasil maka bantuan dari pusat akan makin banyak turun. 

"Itu (rumah apung, red) ketahanannya sekitar 15 tahun. kami uji coba di Timbulsloko. 

Kalau itu berhasil, insyaallah akan ada bantuan dari pusat," katanya.  

Warga Desa Sriwulan, Maskuri (59), merasa bersyukur memperoleh bantuan 

pembangunan rumah dari Pemkab Demak.  

Dia yang bekerja serabutan ini bercerita bahwa sudah tiga kali meninggikan rumahnya 

supaya tidak tenggelam tertelan rob. 

"Insyaallah bantuan ini cukup, alhamdulillah," katanya.(mar4/jpnn) 

 

Sumber Berita: 

1. https://jateng.jpnn.com/jateng-terkini/9600/bupati-demak-serahkan-bantuan-untuk-

korban-rob-per-rumah-dapat-rp-50-juta, “Bupati Demak Serahkan Bantuan untuk 

Korban Rob, Per Rumah Dapat Rp 50 Juta”, tanggal 6 November 2023. 

2. https://jateng.tribunnews.com/2023/11/06/bupati-serahkan-bantuan-renovasi-rumah-

korban-banjir-rob-demak, “Bupati Serahkan Bantuan Renovasi Rumah Korban Banjir 

Rob Demak”, tanggal 6 November 2023. 

 

Catatan : 

 Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa Pemerintah Kabupaten Demak 

menyalurkan bantuan sosial pembangunan rumah bagi warga terdampak rob di Desa 

Sriwulan dan Timbulsloko, Kecamatan Sayung. Sebanyak 18 keluarga korban rob di 

dua desa tersebut, menerima bantuan pembanguan rumah masing-masing senilai Rp 

50 juta. 

 Belanja Bantuan Keuangan adalah salah satu jenis dari Belanja Transfer.1 Bantuan 

keuangan dapat dianggarkan sesuai kemampuan Keuangan Daerah setelah 

memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan 

Pemerintahan Pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-

undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.2 

                                                             
1 Pasal 56 ayat (4), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 
2 Pasal 67 ayat (2), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 
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 Bantuan keuangan terdiri atas: a. bantuan keuangan antar-Daerah provinsi; b. bantuan 

keuangan antar-Daerah kabupaten/kota; c. bantuan Keuangan Daerah provinsi ke 

Daerah kabupaten/kota di wilayahnya dan/atau Daerah kabupaten/ kota di luar 

wilayahnya; d. bantuan Keuangan Daerah kabupaten/kota ke Daerah provinsinya dan 

atau Daerah provinsi lainnya; dan/atau e. bantuan Keuangan Daerah provinsi atau 

kabupaten / kota kepada desa.3 

 Secara umum regulasi yang mengatur pemberian bantuan sosial yang bersumber dari 

APBD, diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang 

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, yang merupakan turunan dari 

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. 

Poin-poin yang diatur dalam Lampiran BAB II APBD huruf D Belanja Daerah Angka 

2 huruf f Permendagri 77 Tahun 2020 antara lain sebagai berikut : 

a. Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan 

berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau 

masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan 

untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam 

keadaan tertentu dapat berkelanjutan”. Anggota/kelompok masyarakat meliputi: 

a) individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami risiko 

sosial; atau b) lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan 

bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau 

masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko 

sosial.  

b. Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis 

sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam yang jika 

tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat 

hidup dalam kondisi wajar. Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa 

bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan 

telah lepas dari resiko sosial.  

c. Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan 

Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan 

Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

 

                                                             
3 Pasal 67 ayat (3), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 
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d. Bantuan sosial berupa uang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau 

masyarakat terdiri atas bantuan sosial kepada individu, keluarga, kelompok 

dan/atau masyarakat yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan 

sebelumnya. Bantuan sosial berupa uang adalah uang yang diberikan secara 

langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola 

yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan 

tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu. 

e. Penerima Bantuan sosial memenuhi kriteria paling sedikit: 

a) selektif diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon 

penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial; 

b) memenuhi persyaratan penerima bantuan diartikan memiliki identitas 

kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

c) bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu 

dapat berkelanjutan diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib 

dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran dan keadaan tertentu dapat 

berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun 

anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial; dan 

d) sesuai tujuan penggunaan diartikan bahwa tujuan pemberian bantuan sosial 

meliputi: 

1) rehabilitasi sosial, ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan 

kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat 

melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar. 

2) perlindungan sosial, ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko 

dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok 

masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan 

kebutuhan dasar minimal. 

3) pemberdayaan sosial, ditujukan untuk menjadikan seseorang atau 

kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, 

sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. 

4) jaminan sosial, merupakan skema yang melembaga untuk menjamin 

penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang 

layak. 

5) penanggulangan kemiskinan, merupakan kebijakan, program, kegiatan 

dan sub kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok 

masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata 

pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi 

kemanusiaan. 
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6) penanggulangan bencana, merupakan serangkaian upaya yang ditujukan 

untuk rehabilitasi. 

f. Penerima bantuan sosial bertanggung jawab secara formal dan material atas 

penggunaan bantuan sosial yang diterimanya. Selanjutnya, tata cara 

penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan 

pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi bantuan sosial diatur lebih 

lanjut dengan peraturan kepala daerah. 

 

 

Disclaimer : 

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana 

informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat 

suatu instansi 

 


